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Sifat . Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal . Permochonan Pengundangan 2 {dua)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

¥th. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan
wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan 2 (dua)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yaitu:
a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan MNomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Menter Ketenagakerjaan; dan
b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Momor 12 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas
Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat
harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur.
Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Mentern dimaksud dapal diproses
pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Sekjen, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
MIP 19681117 199403 1 001

Dokumean ini telah ditendatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sarifikasi Elekironik (BSrE), BSSN



AMALISIS KESESUALIAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAMN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

Latar Belakang . Analisizs Dengan Peraturan | Analisis Dengan Peraturan Egﬁ:ﬂﬁ
NO Siaimbanhlion Besakian Analisis Dampak Pen.lndang-_l_lnc!ang_an F"emndangiflndangan Butiisan Keterangan
Yang Lebih Tinggi Yang Setingkat Pengadilan

i Bahwa untuk meningkatkan | Mencabut Peraturan Menteri | Mater muatan Rancangan | Rumusan  materi  yang - Rancangan Peraturan Menter
tertib administrasi dan | Ketenagakerjaan Momor 8 | Peraturan Menteri | terdapat dalam telah selesai dilakukan
menciptakan keseragaman | Tahun 2015 tentang Tata Cara | Ketenagakerjaan tidak | Rancangan Peraturan pengharmonisasian oleh
mekanisme dalam | Mempersiapkan Pembentukan | bertentangan dengan | Menteri  Ketenagakerjaan Kementerian Hukum dan HAM
pembentukan Peraturan | Rancangan Undang-Undang, | peraturan perundang- | tidak bertentangan dengan bersama Kementerian
Menteri Ketenagakerjaan, | Rancangan Peraturan | undangan yang lebih | peraturan perundang- Ketenagakerjaan pada tanggal
diperlukan mekanisme yang | Pemerintah, dan Rancangan | tinggi. undangan yang kebih tingagi 19 Juli 2022 dan hasi
pasti, baku, dan standar yang | Peraturan Presiden serta dan sejajar. pengharmonisasian telah
mengikat bagi seluruh unit | Pembentukan Rancangan disampaikan kepada
kerja jabatan pimpinan tinggi | Peraturan Menteri di Kementerian  Ketenagakerjaan
madya di Kementerian | Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Pit. Dirjen
Ketenagakerjaan. (Berita Negara Republik Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 2015 MNomor Momor: PPE.PP.O1.05 - 1498

411) tanggal 11 Agustus 2022 perihal

Penyampaian Hasil
Penghammonisasian Rancangan
Menteri Ketenagakerjaan

Sekretaris Jenderal,

&
a
=

i

Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
MIP 19681117 199403 1 001

Diokurmen ini telah ditandatangand secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektrond {BSrE), BSSN




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MAKNUSIA REPUBLIK INDONESLA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN FERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 = Fax, (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pads hari ini Selass, 19 Juli 2022, kami yang bertanda tangan dibawakh ini:

Nama Narzih
Jabutan i Plh. Kepala Biro Hukum
Inslans: ¢ Kementerisn Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanfutnya sebagiai Pernralairsa.

WNama 7 Kanti Mulyani
Jahatan Subkoordinater Peryusunan RUU den RFERFU
Instamszi : Kermenterinn Hukum dan Hak Asesi Mamasia

Salanjulnys sebapsi Pembina Tim Harmonisas:,

1 Menyalukan babwa berdesarkan swial permaloaan dard Sebaetands Jenderal Kementerian
ketenegakeraan Nomor  B-1 ra2 =1 HE D2V anad langga] 11 Juli 2022 teleh
dilalkesanakan repat harmonisasi Rancangan Peratuman Menteri Kelenagakersan benlan
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menterd Kelenagakerjuan pada 19 Juli 2022 vang
digelengmarakan oleh Tim Harmenizasi Folga @ berdaserkss Surat Keputusan Direktur
Jenderal Peraturan Perundeng-undangsn Nomor FPE277.PP.CL.0O3 Tehun 2022 dan
adibiadin olek
A, Schretasiat Rabinet:

I Aswsten Depun Bidang Perdagangan, Penndustrian, dan Ketengakerjaan
B. Kementerian Ketenagakeriaan:
L. Seiditjen Binalavotas
2 Sesditjen Binapenta & PEKK
3 Sewditjen PHI & Jameos TK
4. Sewditjen Binwasnaker & K2
5  PBirs Hukum
fi. DBire Organisasi dan SDM Aperatur
C. Eementerino Hukum dan Flak Aszas: Manusia;
1 Arf Busandi, 5001, M.H.
2. Martrivana Elsa Yonnwta, S.H.
3. Pharamita Rizki D., § H.
4, Amir Muzagi, S.H,
3. Dagas Wigrha Tama, 5.H.
2 Bahwa substans: hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan  peraturan

perundang-undangan vang lebih tnga, scjajar, dan putuzan pengadilan;

Dokasmen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elekironik (BSrE), BSSN



3 Bahwa dalam hal serelah diondangkan terdapat substansi yang Sertentangen dengan
ketentuan sebagaimana dimakeud pada anpgks 2, pemrakarsa bersedia melakokan
pengharmonisasian ulang dan melakukan perabahan terhadep Peraturan Menten
lerse st

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pthak,

Jakarta, DY Jul G

Pemrakarsa Tim Harmonisasi .
Pembina,
ruih] {Kasnte Mulyanl

Mengetahu,

Drehtor Per angan Peratur erandang-undangan,

Tyani Survandari, 3.H., M.H]

Dolasmen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balai Serdifikasi Elekironik (BSrE), BSSN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-T, Jakarla 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 321-5205310

Jakarta, 11 Agustus 2022

MNomor : PPE.PP.01.05-1498
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Menteri Ketenagakerjaan
Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Momor B-1/625/HK_02/V11/2022 tanggal 11 Juli 2022
perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah
dilaksanakannya  pengharmonisasian terhadap Rancangan  Peraturan  Menteri
Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan oleh
Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan
Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri
Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan
penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan paling lambat 30 (tiga puluh} hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi
ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar

dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.
Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Pit. Direktur Jenderal
== Peraturan Perundang-undangan,

“Br. Dhahana Putra
“SNIP. 196909091993031001

Tembusan kepada Yth.:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan).

Dickumen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balai Serlifikasi Elekironik (BSrE), BSSN



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan
menciptakan keseragaman mekanisme dalam
pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,
diperlukan mekanisme yang pasti, baku, dan standar
yang mengikat bagi seluruh unit kerja jabatan
pimpinan tinggi madya di Kementerian
Ketenagakerjaan,;

b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan
Pembentukan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan
Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);



i

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDIONESIA,

Y o)

~

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

HAK ASASI MANUSIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 896



